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ABSTRAK

AUDIT LINGKUNGAN SUATU PENILAIAN
KEPEDULIAN PERUSAHAAN TERHADAP
LINGKUNGAN

Winarto
Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui langkah-langkah yang
harus diperhatikan Akuntan (external auditor) dalam melakukan audit lingkungan,
(2) untuk mengetahui bagaimana perusahaan mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka. Data yang
diperlukan ada 4, yaitu: (1) data mengenai biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk pelestarian lingkungan, (2) data mengenai Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, (3) data mengenai
keterkaitan akuntan (external auditor) dalam masalah lingkungan hidup, (4) data
mengenai kegiatan perusahaan dalam melestarikan lingkungan hidup. Dari data
yang diperoleh maka dapat diketahui objek dari penelitian ini, yaitu: lingkungan
sekitar dimana suatu perusahaan berdiri. Langkah analisis yang dilakukan, yaitu:
(1) menjelaskan pendapat para ahli, (2) melihat kasus (pencemaran) yang dialami
sebuah perusahaan, (3) mengkaitkan antara kasus (pencemaran) yang dialami
sebuah perusahaan dengan pendapat para ahli dan Undang-undang atau Peraturan
Pemerintah tentang lingkungan. Dari analisis ini maka dapat diketahui sebuah
perusahaan peduli atau tidak terhadap lingkungan ketika dilakukan audit
lingkungan oleh seorang akuntan (external auditor)

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) fokus perhatian akuntan
dalam melakukan audit lingkungan suatu perusahaan, (2) tahap-tahap yang
dilakukan akuntan dalam melakukan audit lingkungan suatu perusahaan, (3)
kendala yang dihadapi akuntan dalam melakukan audit lingkungan suatu
perusahaan, (4) faktor penyebab perusahaan peduli terhadap lingkungan, (5)
tindakan yang dapat dilakukan perusahaan dalam melestarikan lingkungan, (6)
kendala yang dihadapi perusahaan dalam melestarikan lingkungan.
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ABSTRACT

ENVIRONMENT AUDIT, AN EVALUATION OF THE
ATTENTION OF A COMPANY TOWARDS THE
ENVIRONMENT

Winarto
Sanata Dharma University

Yogyakarta

This research aimes to: (1) identify the steps to be taken by an external
auditor in performing an environment audit, (2) find out how a company may
prevent polution.

This research is a library study. The 4 types of data needed are: (1) data
about the cost of environment preservation, (2) data about the law and
government regulations on environment preservation, (3) data about the role of
the external auditor towards the environment, (4) data about the activities of the
company in preserving its environment.  The data show the object of this
research, that is the environment where the company is located in. The analysis
procedures were: (1) explain the experts’ opinion about the polution problem, (2)
analyse the polution problem faced by the company, (3) relate the polution
problem with the experts’ opinion, and the law or the government regulations
about environment preservation. The analysis showes whether or not the
company pays attention to its environment.

The results of this research are: (1) the focus of the accountant in
performing an environment audit, (2) the steps to be taken by the accountant in
doing an environment audit in a company, (3) the problems faced when doing an
environment audit in a company, (4) the factors that cause a company pays
attention to environment preservation, (5) the activities of the company in
preserving the environment, (6) the problems faced by the company in preserving
its environment.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah lingkungan
semakin meningkat. Berbagai kasus pencemaran yang diakibatkan oleh sektor
industri sering dibicarakan, khususnya di Indonesia. Contoh yang nyata adalah
PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara, yang tak henti-hentinya diprotes
masyarakat sekitar. Perusahaan ini dianggap telah mencemarkan air sungai di
sekitarnya. Dahulu, sebelum perusahaan ini berdiri, sungai tersebut dapat dipakai
mandi dan mencari ikan oleh masyarakat setempat. Sekarang air sungai sudah
berubah warna menjadi hitam dan berbau, sehingga sudah tidak dapat
dipergunakan lagi. Akibat pencemaran tersebut, masyarakat berunjuk rasa
menuntut agar kegiatan usaha PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara
tersebut dihentikan.

Kasus serupa juga dialami oleh PT Wira Kencana Adhi Perdana (PT
WKAP), misalnya. Perusahaan yang bergerak di industri tapioka ini telah dituduh
mencemarkan sungai Way Telo dan Way Pidada di Kotabumi Lampung Utara.
Akibat pencemaran ini, air sungai berubah menjadi putih seperti beras dan
mematikan mahluk hidup, seperti ikan di dalamnya, dan menimbulkan bau yang
tidak enak. Masyarakat sekitar mengajukan protes, dan akhimya perusahaan

tersebut disegel oleh Pemerintah Daerah Lampung.



Tommy Prabowo (Media Akuntansi, 1998: 7) menyatakan bahwa kasus-
kasus pengaduan yang dicatat sumber Bapedal (Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan) pada tahun 1996 hingga April 1997 mengalami peningkatan hingga
mencapai 152 kasus, atau meningkat 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin peduli dan tidak pasrah
menerima limbah industri. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan untuk
menghentikan pencemaran lingkungan hidup juga semakin beragam, yaitu: dari
gugatan pengadilan, sampai pengrusakan fasilitas perusahaan yang melakukan
pencemaran.

Bila kita mau cermati, sebenarnya tidak hanya limbah industri saja yang
dapat mencemari lingkungan hidup, tetapi juga limbah rumah tangga, seperti sisa
makanan yang dibuang, sisa air cucian pakaian, juga dapat mencemari
lingkungan. Tidak hanya itu, asap kendaraan bermotor (terutama di kota-kota
besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya) juga dapat
mencemari lingkungan. Tetapi mengapa limbah industri paling banyak mendapat
sorotan dan protes masyarakat? Hal ini dikarenakan limbah industri yang dibuang
ke luar dari perusahaan dimungkinkan mengandung zat tertentu yang sangat
berbahaya, sehingga dapat mematikan mahkluk hidup termasuk manusia.

Dalam persaingan bisnis global, terdapat berbagai tolok ukur apakah suatu
produk dapat diterima atau tidak di pasar internasional. Salah satu tolok ukur
tersebut adalah produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan dapat
diartikan sebagai produk yang dapat didaur ulang bila sudah tidak berguna lagi

atau dapat diartikan sebagai produk yang dalam proses pembuatannya



memperhatikan lingkungan sekitar, agar limbah dari pembuatan produk tersebut
tidak mencemari lingkungan sekitar.

Untuk dapat bersaing di pasar global, maka negara-negara berkembang
seperti Indonesia harus peduli terhadap lingkungan dalam menghasilkan suatu
produk. Melalui cara ini (produk ramah lingkungan) negara-negara maju seperti
Amerika “menekan” negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam
persaingan di pasar global. Dengan kata lain, bila perusahaan (industri) ingin
berlangsung terus tanpa ada protes atau gugatan dari masyarakat (penduduk
sekitar pabrik, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain-lain), dan mampu
bersaing di pasar global, salah satu kunci keberhasilannya adalah perusahaan
harus peduli terhadap lingkungan.

Dari keterangan di atas dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering
mendengar istilah lingkungan, limbah, dan pencemaran. Sebenarnya apa definisi
dari ketiga istilah tersebut?

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1: lingkungan dapat diartikan sebagai
tempat dimana benda, daya, kekuatan, mahkluk hidup, termasuk manusia dengan
segala interaksinya mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan
mahkluk hidup yang lain.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan hidup, limbah diartikan sebagai sisa dari suatu kegiatan. Sedangkan
pencemaran diartikan sebagai masuknya atau dimasukannya komponen lain

(seperti: zat, energi dan mahkluk hidup) ke dalam lingkungan hidup karena



adanya kegiatan manusia yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat
berfungsi sesuai kegunaannya.

Karena kerusakan lingkungan yang terjadi umumnya diakibatkan oleh
sektor industri, maka pihak perusahaan harus mengambil langkah pencegahan
agar lingkungan tidak tercemar (setidaknya diminimalkan), sebelum terjadi protes,
gugatan dan masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya kegiatan
perusahaan. Selain itu, bila perusahaan ingin berkembang dan bersaing di pasar
global, maka kelestarian lingkungan harus diperhatikan oleh pihak perusahaan.
Dalam hal inilah audit lingkungan perlu dilakukan oleh perusahaan yang
berpotensi besar mencemari lingkungan.

Untuk mengetahui  kepedulian perusahaan terhadap lingkungan,
masyarakat (seperti: investor, pemegang saham) berharap kepada akuntan publik
(external auditor) supaya dapat menunjukkan sejauh mana kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan hidup melalui transparansi laporan keuangan
perusahaan. Hal ini dikarenakan akuntan mampu menunjukkan kesehatan
perusahaan dalam hal keuangan, maka akuntan (external auditor) diharapkan juga
mampu menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Penelitian terhadap profesi akuntan yang dilakukan oleh Trever
Wilmshurst dan Geoff Frost (Media Akuntansi, 1998: 17) menyatakan, bahwa
akuntan mampu berperan dalam mensukseskan pelestarian lingkungan dengan
melakukan pemeriksaan terhadap environmental management system (Sistem
Manajemen Lingkungan) yang diterapkan perusahaan, karena ilmu akuntansi ada

keterkaitan dengan ilmu manajemen. Disamping itu, proses-proses akuntansi



dapat diterapkan dalam environmental management system (Sistem Manajemen
Lingkungan). Audit lingkungan yang dilakukan oleh akuntan dapat berfungsi
sebagai bagian dan sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk memberi
peringatan secara dini (early warning system) kepada pucuk pimpinan mengenai
risiko yang akan dialami perusahaan sebelum terjadi perusakan pada manusia dan
habitat lingkungan. Risiko yang akan dialami perusahaan dimungkinkan karena
adanya tuntutan ganti rugi dari mereka (masyarakat sekitar perusahaan) yang
terkena dampak negatif. Hal ini harus dihindari, setidak-tidaknya pencemaran
dapat diminimalkan dengan membuat program pencegahan perusakan lingkungan
dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Audit lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen yang
digunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-
undangan tentang lingkungan, yang dilakukan oleh perusahaan secara sistematis,
objektif, dan didokumentasikan, serta melakukan identifikasi masalah lingkungan
yang terjadi akibat suatu kegiatan perusahaan dan mengambil tindakan yang
diperlukan. Audit lingkungan mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu: ketaatan
perusahaan terhadap hukum dan peraturan, serta kesadaran perusahaan akan
pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

Alasan yang paling mendasar tentang mengapa harus melakukan audit
lingkungan adalah untuk melestarikan lingkungan, menghasilkan produk yang
mampu bersaing di pasar global, dan demi kelangsungan hidup perusahaan.
Dengan melakukan audit lingkungan, suatu perusahaan dapat memperoleh

beberapa manfaat (seperti: lingkungan perusahaan yang sehat, meningkatkan mutu



produk, mampu bersaing di pasar global), yang pada akhirnya dapat
meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian The Institute’s Survey of Australia (Media Akuntansi, 1998:
18), membuktikan masih adanya perbedaan antara keinginan masyarakat
(pengguna laporan keuangan, seperti. pemegang saham, investor, instansi
pemerintahan, dan lainnya) yang berharap agar kiat perusahaan dalam
melestarikan lingkungan hidup ditampilkan dalam laporan keuangan tahunan
perusahaan, dan pihak perusahaan tidak menginginkan masalah lingkungan hidup
dikaitkan dengan penilaian prestasi kinerja perusahaan, karena biaya untuk
pengelolaan lingkungan hidup sangat besar.

Seiring dengan perkembangan isu lingkungan hidup yang dikampanyekan
oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat yang pedul: terhadap lingkungan
hidup (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), termasuk Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dengan istilah sustainable development (pembangunan yang
berkelanjutan), tuntutan pengungkapan kepedulian perusahaan terhadap
lingkungan hidup dapat tercermin pada laporan keuvangan perusahaan. Untuk
menanggapi hal tersebut, 7he International Auditing Practices Committee (1APC)
mengeluarkan konsep yang diberi label The Consideration of Environmental
Matters in the Audit of Financial Statements (pertimbangan mengenai isu
lingkungan dalam audit laporan keuangan).

Menurut Harto (Media Akuntansi, 1998: 29) konsep ini membantu para
auditor menghadapi persoalan-persoalan lingkungan. Masalah yang dimaksud

adalah:



1.

Remedial cost (biaya perbaikan)
Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki tempat-tempat yang
sudah rusak atau tercemar akibat kegiatan perusahaan. Jenis-jenis dasar

pengrusakan itu adalah: tanah, air tanah, kerusakan permukaan air, dan gas

udara.

Keterbatasan modal

Gejala ini timbul pada waktu pengidentifikasian penyebab kerusakan yang
ada. Dalam hal 1ni, perusahaan membutuhkan modal (karena dana perusahaan

terbatas) hanya untuk biaya perbaikan lingkungan.

. Permintaan dan penawaran

Kejadian ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan
masyarakat (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Pemerintah Daerah,
penduduk sekitar pabrik) kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan
lingkungan dan kesediaan pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan
lingkungan.

Kelangsungan Perusahaan

Dalam berproduksi dimungkinkan perusahaan melakukan perusakan dan
pencemaran lingkungan. Bila pencemaran dan perusakan lingkungan tidak
segera diperbaiki, maka akan terjadi tuntutan dari masyarakat yang merasa
dirugikan (terutama penduduk sekitar perusahaan). Hal seperti ini akan
menghambat kegiatan perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi. Untuk
melakukan perbaikan, tentu saja akan mengeluarkan dana yang besarnya tidak

selalu sama (tergantung jenis kerusakan).



Dari keempat masalah tersebut, Harto (Media Akuntansi, 1998: 29)
menyimpulkan pentingnya peran akuntan pada dua fungsi:

1) Keterlibatan akuntan dalam kegiatan-kegiatan internal perusahaan, seperti:
evaluasi pelaksanaan peduli lingkungan dan masalah-masalah yang berkaitan
dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk lebih peduli pada
lingkungan.

2) Peranan akuntan dalam pembuatan laporan keuangan bagi pengguna eksternal
perusahaan (misal: para investor, pemegang saham). Ini dilakukan dalam
rangka menyediakan informasi yang relevan dan transparan tentang
kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Dengan demikian jelaslah bahwa audit lingkungan merupakan alat untuk
menilai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Sedangkan untuk
memastikan dan mengetahui sejauh mana perusahaan peduli terhadap lingkungan,
maka masyarakat berharap pada akuntan publik, hal ini dikarenakan akuntan
publik mampu menunjukan tingkat kesehatan perusahaan dalam hal keuangan,
maka diharapkan akuntan juga mampu menunjukan kepedulian perusahaan
terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan
penelitian mengenai pelaksanaan audit lingkungan yang dilakukan akuntan publik
(external auditor), agar dapat diketahui oleh masyarakat (seperti: investor,
pemegang saham, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sejauh mana kepedulian

perusahaan terhadap lingkungan.



B. Batasan Masalah
Dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas mengenai tahap-tahap
yang harus diperhatikan akuntan (external auditor) dalam melakukan audit

lingkungan suatu perusahaan, dan cara perusahaan untuk melestarikan

lingkungan.

C. Perumusan Masalah

Tuntutan Masyarakat (seperti: investor, pemegang saham) akan adanya
informasi mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup yang memadai
merupakan bahan penekan terhadap para pengusaha (pemilik perusahaan) agar
lebih peduli lingkungan hidup, haruslah ditanggapi serius dan bijaksana oleh
kalangan akuntan (external auditor). Hal i dikarenakan akuntan mampu
menunjukkan kesehatan perusahaan dalam hal keuangan, maka diharapkan
akuntan juga mampu menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan
hidup.

Sehubungan dengan itu, penulis mencoba merumuskan beberapa
permasalahan yang diharapkan dapat memperjelas apa yang harus diperhatikan
akuntan dalam melakukan audit lingkungan suatu perusahaan, dan apa yang dapat
dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

1. Tahap-tahap apa saja yang harus diperhatikan akuntan dalam melakukan
audit lingkungan suatu perusahaan ?

2. Apa yang dapat dilakukan perusahaan (berkaitan dengan biaya-biaya

yang mungkin dikeluarkan perusahaan) untuk mencegah terjadinya

pencemaran lingkungan ?
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D. Tujuan Penelitian
Penelitian ditujukan untuk mengetahui tahap-tahap yang harus
diperhatikan akuntan (external auditor) dalam melakukan audit lingkungan suatu

perusahaan, dan bagaimana perusahaan dapat mencegah terjadinya pencemaran

Iimgkungan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan
Dengan penelitian 1ni diharapkan perusahaan lebih memperhatikan
lingkungan di dalam setiap kegiatannya, sehingga diharapkan perusahaan
ikut menciptakan kelestarian lingkungan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Menambah referensi kepustakaan dan dapat menambah pengetahuan bagi
rekan-rekan yang tertarik dengan topik ini.

3. Bagi Penulis
Dengan penelitian ini, penulis mendapat tambahan pengetahuan mengenai
prosedur audit lingkungan dan cara perusahaan mencegah terjadinya

pencemaran lingkungan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Metode
studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan membaca literatur yang
relevan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu penulis juga berusaha

untuk memberikan analisis kritis atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat
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memberikan analisis atas permasalahan yang dibahas, penulis melakukan
beberapa langkah pengumpulan data sekunder, yaitu: mencari data yang
diperlukan dari berbagai artikel dan buku yang mendukung penulisan, untuk
menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

Pencarian dan pengumpulan data merupakan salah satu bagian
pendahuluan dalam penelitian 1ni. Data yang diperiukan adalah: data mengenai
biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pelestarian lingkungan, data
mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai lingkungan, data
mengenai keterlibatan akuntan (external auditor) dalam masalah lingkungan
hidup, dan data mengenai kegiatan perusahaan dalam usahanya untuk
melestarikan lingkungan.

Data biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pelestarian
lingkungan digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan untuk
melestarikan lingkungan (sebelum terjadi pencemaran) dan kesanggupan
perusahaan untuk memperbaiki lingkungan (bila telah tercemar akibat adanya
kegiatan perusahaan). Biaya-biaya yang dimaksud seperti: biaya perbaikan, biaya
lingkungan, pre operating expenses (biaya sebelum operasi)

Data mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan
dengan lingkungan, dipergunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap
hukum yang berlaku, yang tentunya bertujuan untuk mencegah pencemaran
lingkungan. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai lingkungan,
seperti: Undang-Undang No.4 Tahun 1982 Pasal 15, tentang Baku Mutu

Lingkungan, dan lain-lain.
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Data mengenai keterkaitan akuntan (external auditor) terhadap masalah
lingkungan hidup, dimaksudkan untuk mengetahui penyebab keterlibatan akuntan
dalam masalah lingkungan, serta mengetahui sejauh mana akuntan dapat atau
mampu berperan dalam masalah lingkungan hidup.

Data mengenai kegiatan perusahaan dalam pelestarian lingkungan hidup
ditujukan untuk mengetahui apa yang dilakukan perusahaan yang dinilai peduli
terhadap lingkungan, dan keputusan-keputusan yang mendasari perusahaan untuk
peduli terhadap lingkungan.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek dari penelitian ini
adalah lingkungan sekitar dimana suatu perusahaan berdin, termasuk penduduk
sekitar perusahaan yang merasakan secara langsung dampak dari adanya
perusahaan dan kegiatan yang dilakukan perusahaan.

Untuk melakukan analisis atas permasalahan yang ada, langkah yang
dilakukan adalah:

1. Menjelaskan pendapat para ahli
Langkah ini ditujukan untuk mengetahui fokus pemeriksaan yang dilakukan
akuntan pada suatu perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan, dan faktor
pendorong bagi perusahaan untuk melestarikan lingkungan.

2. Melihat kasus (pencemaran) yang dialami sebuah perusahaan
Langkah ini ditujukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi akuntan
dalam melakukan audit lingkungan suatu perusahaan, dan kendala perusahaan

dalam melestarikan lingkungan.
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3. Mengkaitkan antara kasus (pencemaran) yang dialami sebuah perusahaan

dengan pendapat para ahli dan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah

tentang lingkungan.

Langkah ini ditujukan untuk mengetahui tahapan pemeriksaan yang dilakukan

akuntan, dan kegiatan perusahaan untuk mencegah terjadinya pencemaran

lingkungan.

G. Sistematika Pembahasan

BABI

BABII

- PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

: KONSEP DASAR AUDIT LINGKUNGAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai konsep lingkungan dan

konsep audit lingkungan.

BAB III : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan masalah yang telah dikemukakan di

atas.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini akan disajikan kesimpulan dari hasil
pembahasan yang telah dilaksanakan di BAB 1l dan juga saran-

saran yang perlu disampaikan oleh penulis.



BAB IT

KONSEP DASAR AUDIT LINGKUNGAN

A. Lingkungan
1. Pengertian Lingkungan

Untuk memperoleh kesamaan dalam pengertian dan pemahaman mengenai
lingkungan, maka dalam buku “Pengantar Ilmu Lingkungan” (1995. 12),
Valentinus Darsono menjelaskan bahwa:

“Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 perkataan “Lingkungan,
hingkungan hidup dan lingkungan hidup manusia” dipakai dalam arti yang
sama. Dengan demikian apabila kita menyebut lingkungan maka tidak
perlu dipertanyakan apakah itu lingkungan hewan atau manusia, disini
jelas yang dimaksud adalah lingkungan hidup, dan lingkungan hidup yang
dimaksudkan adalah lingkungan hidup manusia.”
Ada beberapa perumusan mengenal lingkungan hidup (Valentinus
Darsono, 1994: 14 -15):
a. St. Munajat Danusaputra
Lingkungan diartikan sebagai benda dan kondisi termasuk manusia dan
tingkah perbuatannya yang berada dalam ruang, dimana manusia
mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad
hidup lainnya.
b. Otto Soemarwoto
Lingkungan diartikan sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang ada
dalam ruang yang ditempati manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena itu termasuk di

dalamnya matahari dan bintang misalnya.

14
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Menurut Otto Soemarwoto, kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan
menurut kebutuhan kita, batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti
jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik, atau faktor lainnya.
Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan, oleh karena itu
lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik
dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.
¢. Emil Salim
Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi,
keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan
mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang
lingkungan hidup menurut pengertian ini bisa sangat luas, oleh karena itu,
ruang lingkungan hidup dibatasi dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau
oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial
dan lain-lain.
Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pasal 1 menyebutkan:
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”
Dalam buku “Auditing, an Instructional Manual for Accounting Students”
(1993: 459), A.H. Millichamp mendefinisikan lingkungan (environment) sebagai:
“Environment can be seen as all the air, water, land and air, with air
including air within buildings and structures above and below ground.
Aerospace industries might include outer space (which contains much

orbiting rubbish) and even the moon and mars !’ (semua udara, air, tanah
dan udara, termasuk udara yang berada di ruangan dan struktur di atas dan
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di bawah tanah. Industri ruang angkasa dapat memasukan ruang angkasa
atau angkasa lvar (yaitu terdiri dari banyak kotoran atau sampah yang
mengorbit atau melingkari) termasuk bulan dan mars).

2. Baku mutu lingkungan

Pada suatu saat dimungkinkan seseorang mengatakan bahwa lingkungan,
misalnya sebuah sungai tercemar, tetapi orang lain mengatakan bahwa sungai
tersebut masih baik. Mungkin, seseorang mengatakan bahwa Sungai Code yang
telah menerima limbah sehingga menjadi tercemar, tetapi orang lain mengatakan
bahwa Sungai Code sekarang sangat baik karena menyuburkan sawah misalnya.

Untuk mengatasi perbedaan pendapat yang sering terjadi, supaya
seseorang tidak memandang dari sudut kepentingan pribadi, maka harus ada tolok
ukur yang dapat dipakai bersama.

Menurut Valentinus Darsono (1994: 61), untuk mengatakan atau menilai
bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar dipakai suatu tolok ukur yang
dinamakan baku mutu lingkungan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu
lingkungan telah tercemar apabila kondisi lingkungan itu telah melebili nilai
ambang batas (batas maksimum dan minimum) yang ditetapkan berdasarkan baku
mutu lingkungan. Dasar hukum baku mutu lingkungan terdapat dalam Undang-
undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu
lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Apabila pada suatu saat ada perusahaan (industri) yang membuang
limbahnya ke lingkungan dan telah memenuhi baku mutu lingkungan, tetapi

kualitas lingkungan tersebut mengganggu kehidupan manusia, maka yang
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dipersalahkan bukan industrinya. Apabila hal tersebut terjadi, maka baku mutu
lingkungannya yang perlu dilihat kembali.

Dalam buku “Pengantar IImu Lingkungan™ (1995: 62), Valentinus
Darsono mengemukakan bahwa: dalam hal menentukan apakah telah terjadi
pencemaran dari kegiatan industri atau pabrik, dipergunakan dua buah sistem
baku mutu lingkungan yaitu:

1. Effluent Standard
Effluent Standard merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan
untuk dibuang ke lingkungan.

2. Stream Standard
Stream Standard merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu, seperti
sungai, waduk, dan danau. Kadar yang ditetapkan ini didasarkan pada
kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya. Misalnya batas kadar
badan air untuk air minum akan berlainan dengan batas kadar bagi badan air
untuk pertanian.

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam
keputusannya No. KEP-03/ MENKLH/ II/ 1991 telah menetapkan baku mutu air
pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu
udara emisi dan baku mutu air laut. Dalam keputusan tersebut, yang dimaksud
dengan (Valentinus Darsono, 1995: 63):

a. Baku mutu air pada sumber air, disingkat baku mutu air, adalah batas kadar
yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam air,

namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
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b. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau
bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada
sumber air, sehingga tidak melebihi baku mutu air.

¢. Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau
bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan
terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda.

d. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau
bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara,
sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien.

e. Baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen lain yang ada atau harus ada, dan zat atau bahan pencemar yang

ditenggang adanya dalam air laut.

3. Kinerja Lingkungan
Dalam Buku “ISO 14001 Panduan Penerapan Sistem Manajemen
Lingkungan™ (1997: 215), Bambang H. Hadiwiardjo mendefinisikan kinerja
lingkungan sebagai:
“Hasil dari sistem manajemen lingkungan, yang dapat diukur, yang
berkaitan dengan pengendalian perusahaan terhadap aspek lingkungannya,
yang didasarkan pada kebijakan lingkungan, tujuan, dan sasaran
lingkungan.”
Menurut penulis, kinerja lingkungan merupakan hasil dari upaya
perusahaan dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan dengan

melakukan pengendalian pencemaran. Tindakan yang dilakukan perusahaan

untuk melakukan pengendalian pencemaran didasari oleh kebijakan perusahaan



19

(perusahaan menganggap masalah lingkungan sangat penting bagi kelangsungan
kegiatan perusahaan). Untuk mencapai kinerja lingkungan, perusahaan harus
memenuhi semua tuntutan, prosedur, dan standar yang disebutkan di dalam
perundang-undangan lingkungan.

Menurut konsep standar ISO 14031 dan ISO 14001, Kinerja lingkungan
didefinisikan sebagai: hasil sistem manajemen lingkungan yang dapat diukur,
yang berkaitan dengan pengendalian perusahaan atas aspek lingkungan
perusahaan yang didasarkan pada kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan
lingkungan (misal: daur ulang limbah), tujuan perusahaan yang berkaitan dengan
lingkungan (misal: produk ramah lingkungan), dan sasaran lingkungan (keinginan
untuk selalu memperhatikan aspek lingkungan dalam berproduksi).

Menurut Bambang H. Hadiwiardjo (1997. 56), indikator kinerja dapat
meliputi kesesuaian dengan izin lingkungan, pelaporan, dan peraturan perundang-
undangan, kesesuaian persyaratan administratif seperti: pelabelan, kesesuaian
dengan jadwal pelatihan, dan penyempurnaan bidang lingkungan, seperti: daur

ulang limbah, produk ramah lingkungan, dan pencegahan pencemaran.

4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Menurut Valentinus Darsono (1995: 139), amdal (analisis mengenai
dampak lingkungan) merupakan alat untuk merencanakan tindakan preventif
terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu

aktivitas pembangunan yang direncanakan. Undang-undang No. 4 Tahun 1982

Pasal 1 menyatakan:
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“Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai
dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup,
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan”.

Amdal harus dilakukan untuk perusahaan yang diperkirakan akan
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, karena ini memang yang
dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah maupun oleh Undang-Undang, dengan
tujuan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena berdirinya sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, pemilik perusahaan akan melanggar perundangan bila
tidak menyusun amdal, semua perizinan akan sulit didapat dan dimungkinkan
pemilik perusahaan dapat dituntut di muka pengadilan. Keharusan membuat
analisis mengenai dampak lingkungan merupakan cara yang efektif untuk
memaksa para pemilik perusahaan memperhatikan kualitas lingkungan, tidak
hanya memikirkan keuntungan perusahaan sebesar mungkin tanpa memperhatikan
dampak lingkungan yang timbul.

Analisis mengenai dampak lingkungan sangat penting bagi negara
berkembang khususnya Indonesia, karena Indonesia sedang melaksanakan
pembangunan, dan untuk melaksanakan pembangunan, maka lingkungan hidup
banyak berubah, dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan maka
perubahan tersebut dapat diperkirakan.

Dalam buku “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan™ (1988: 143),
Soeratmo menyebutkan proses kegiatan dalam amdal, yang meliputi: identifikasi,
prediksi, dan evaluasi dampak. Dalam identifikasi, perusahaan mengidentifikasi
komponen lingkungan yang akan terkena dampak dengan adanya kegiatan

perusahaan, atau perusahaan hanya mengidentifikasi kegiatan proyek yang akan
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memberikan dampak terhadap komponen lingkungan. Setelah identifikasi, tahap
berikutnya adalah melakukan prediksi, yaitu: perusahaan memperkirakan seberapa
besar dampak yang akan terjadi akibat adanya kegiatan perusahaan. Tahap
terakhir, yaitu melakukan evaluasi, yang dipergunakan untuk menilai seberapa
besar perubahan lingkungan yang akan terjadi.

Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997, secara jelas
menyebutkan pada pasal 15 ayat 1, mengenai cara mengukur atau menentukan
dampak besar dan penting, mengenai apa yang bisa dihitung dalam setiap
kegiatan usaha dan dampaknya terhadap lingkungan, diantaranya digunakan
kriteria mengenai (Valentinus Darsono, 1995: 142-144):

1. Besarmmya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau
kegiatan.

Dalam setiap kegiatan akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif atau dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan akan

dirasakan oleh manusia. Dampak lingkungan dari suatu kegiatan yang

didasarkan pada jumiah manusia yang terkena dampak, akan menjadi penting
bila:

a. Manusia yang terkena dampak negatif lingkungan (pencemaran),
jumlahnya sama atau bahkan lebih besar dan jumlah manusia yang dapat
menikmati manfaat dari kegiatan yang menyebabkan dampak lingkungan.

b. Manusia yang terkena dampak negatif (pencemaran) dan dampak positif
lingkungan (kesuburan tanah), jumlahnya sama atau lebih besar dari

jumlah manusia yang tidak akan terkena dampak lingkungan.
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2. Luas wilayah penyebaran dampak.
Perbandingan luas wilayah penyebaran dampak dengan luas wilayah rencana
kegiatan perusahaan akan menentukan pentingnya dampak lingkungan.
Dampak lingkungan dari suatu kegiatan dianggap penting dilihat dari
perbandingan luas wilayah apabila:
a. Luas wilayah penyebaran dampak paling sedikit dua kali lebih besar dari
luas wilayah rencana kegiatan.
b. Luas wilayah penyebaran dampak melampaui batas wilayah administrasi
pada tingkat kabupaten ke atas dari tempat rencana kegiatan.
c. Luas wilayah penyebaran dampak melampaui wilayah Negara Republik

Indonesia sehingga mengancam keserasian hubungan dengan negara

tetangga.
3. Lamanya dampak berlangsung.
Dampak lingkungan yang timbul dari suatu rencana kegiatan menjadi penting
apabila:
a. Dampak lingkungan berlangsung pada seluruh tahap (pra-kontruksi,
kontruksi, pasca kontrukst).
b. Dampak lingkungan berlangsung selama separuh (minimal) dari umur
kegiatan.
4. Intensitas dampak
Dampak lingkungan suatu kegiatan mempunyal intensitas yang bervariasi,
mulai dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Penentuan

pentingnya dampak lingkungan dapat dilakukan berdasarkan intensitasnya,
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dengan cara mengukur berat ringannya dampak yang dirasakan oleh yang
terkena dampak (manusia, flora, fauna) dalam ruang lingkup populasinya atau
mengukur besarnya penyimpangan dari baku mutu lingkungan yang telah
ditentukan. Dampak lingkungan menjadi penting apabila:
a. Dampak negatif menyebabkan kemerosotan daya toleransi secara drastis
dalam waktu yang relatif singkat dalam ruang yang relatif luas.
b. Dampak positif menyebabkan peningkatan daya toleransi secara drastis
dalam waktu yang relatif singkat dalam ruang yang relatif luas.
. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak.
Dalam amdal komponen lingkungan dibedakan menjadi 3 komponen, yaitu:
komponen fisik, komponen biotis, dan komponen sosial, ekonomi, budaya,
kesehatan masyarakat. Komponen-komponen tersebut dapat terkena dampak,
tergantung dart kegiatan suatu perusahaan. Dampak lingkungan menjadi
penting apabila komponen lingkungan yang terkena dampak jumlahnya besar
dalam waktu yang relatif singkat dalam ruang yang relatif luas.
. Sifat kumulatif dampak.
Dampak lingkungan dari suatu kegiatan dapat bersifat sementara, yang muncul
pada suatu tahap dalam daur kegiatan, yang kemudian berkurang dan akhirnya
hilang. Dampak lingkungan juga dapat bersifat kumulatif, yang diartikan
dampak lingkungan yang semula tidak menimbulkan dampak, tetapi sumber
dampaknya tertimbun perlahan-lahan dalam lingkungan, sehingga pada tahap
akumulasi tertentu merupakan dampak penting. Dampak lingkungan dapat

menjadi lebih berat bila berakumulasi dengan dampak lingkungan yang lain
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dalam wilayah penyebaran dampak. Fenomena ini disebut kumulasi

sinergitik. Kumulasi beberapa dampak lingkungan yang tingkat bahayanya

dapat berkurang, dinamakan kumulasi antagonistik. Dampak lingkungan

menjadi penting atas dasar sifat kumulatifnya apabila:

a. Kumulasi dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan ruang yang
relatif luas sehingga bobot dampak lingkungan bertambah besar.

b. Terjadinya kumulasi sinergitik atau antagonistik dalam wilayah
penyebaran dampak.

7. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Dampak lingkungan dapat menimbulkan perubahan yang tidak berbalik,

misalnya: dampak lingkungan yang menyebabkan orang menjad: cacat seumur

hidup, hewan langka menjadi punah, dan tanah kritis. Dampak lingkungan

menjadi penting bila ada komponen lingkungan yang terkena dampak

sehingga tidak berbalik. Makin banyak komponen lingkungan yang terkena

dampak oleh suatu rencana kegiatan, makin penting dampak lingkungan

bersangkutan.

5. Kebijakan Lingkungan

Menurut Bambang H. Hadiwiardjo (1997: 88), Kebijakan lingkungan
merupakan: pernyataan perusahaan tentang keinginan dan prinsip perusahaan
untuk menerapkan dan menyempurnakan sistem manajemen lingkungan
perusahaan, agar pencemaran lingkungan dapat dicegah atau ditanggulangi.

Kebijakan lingkungan dapat membantu terpeliharanya lingkungan dan



menyempurnakan kinerja lingkungan. Oleh sebab itu, kebijakan lingkungan
sebaiknya mencerminkan komitmen manajemen puncak untuk mematuhi hukum
yang berlaku dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Kebijakan sebaiknya jelas,
schingga bisa dimengerti oleh pihak terkait (manajer, karyawan, investor,
masyarakat dan pemerintah), dan sebaiknya secara berkala dikaji dan direvisi
untuk mencerminkan kondisi perusahaan dan informasi perusahaan yang
diperkirakan dapat berubah, serta lingkup penerapannya sebaiknya dapat
diidentifikasi secara jelas.
Untuk memudahkan dalam membuat rumusan kebijakan lingkungan
(Bambang H. Hadiwiardjo, 1997: 90-92), adalah:
1. Tanamkan komitmen.
Komitmen pimpinan perusahaan mengenai penyempurnaan Kkinerja
lingkungan merupakan hal penting dalam merumuskan kebijakan lingkungan
vang harus ditanamakan kepada karyawan (sebagai bagian dari perusahaan
yang terlibat langsung dengan kegiatan perusahaan). Hal ini dapat dilakukan
dengan cara:
a. Menyelenggarakan rapat internal atau diskusi mengenai masalah lingkungan
dengan para manajer dari berbagai bidang.
b. Menyelenggarakan seminar dengan mengundang perusahaan-perusahaan lain
yang telah mempunyai wawasan lingkungan dalam melakukan produksi.
¢. Meningkatkan pengetahuan perusahaan dengan informasi lingkungan (seperti:
majalah khusus tentang lingkungan).

d. Libatkan seluruh karyawan dalam mempromosikan kesadaran lingkungan.
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2. Identifikasikan kondisi pada saat ini.
Mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini dan tidak efisiennya
kinerja lingkungan, merupakan cara perusahaan untuk menetukan tindakan
apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam merumuskan kebijakan
lingkungan.

3. Membuat pernyataan mengenai kebijakan lingkungan.
Perlu adanya pernyataan kebijakan lingkungan yang akan melibatkan seluruh
karyawan perusahaan. Kebijakan sebaiknya membicarakan dampak-dampak
dan peraturan mengenai lingkungan, dan kebijakan harus didukung oleh
manajemen senior dan dikomunikasikan kepada semua karyawan dan pihak
terkait (pemasok, konsumen, dan lain-lain). Kebijakan lingkungan harus
relevan dengan sifat, ukuran, dan dampak lingkungan dari kegiatan , produk
atau jasa perusahaan.

Dalam ISO 14001 butir 4. 2, tentang kebijakan lingkungan, yang
menyatakan bahwa:

“Kebijakan lingkungan harus sesuai dengan sifat, skala, dan dampak
lingkungan dari kegiatan, produk atau jasanya”.

Menurut Bambang H. Hadiwiardjo (1997: 93), pernyataan ini
memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan lingkungan sesuai
dengan kebutuhan, dan mencerminkan kenyataan situasi lingkungan perusahaan.

Sebagai contoh, bila suatu kegiatan menggunakan bahan kimia dalam
jumlah besar dan menghasilkan limbah yang besar pula, maka hal ini harus

dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan lingkungan perusahaan. Bila produk
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atau jasa menggunakan sejumlah energi yang besar, maka konsumsi energi
merupakan salah satu unsur yang perlu masuk dalam kebijakan lingkungan.
Kebijakan lingkungan harus memasukkan komitmen perusahaan untuk
mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lingkungan yang
bisa dilakukan perusahaan. Persyaratan lain dapat mencakup komitman terhadap
program-program yang dianjurkan oleh pemerintah, misalkan ” program langit

biru” atau “program kali bersih” (Bambang H. Hadiwiardjo, 1997: 93).

6. Aspek Lingkungan

Dalam buku “ISO 14001 Panduan Penerapan Sistem Manajemen
Lingkungan™ (1997. 214), Bambang H. Hadiwiardjo mengartikan aspek
lingkungan sebagai unsur dari suatu kegiatan, produk, atau jasa dari perusahaan
yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Setiap kegiatan atau proses kerja
pada perusahaan yang berdampak pada lingkungan, merupakan aspek lingkungan
dari kegiatan atau proses kerja perusahaan. Contoh aspek lingkungan: timbulnya

limbah, pembuangan air limbah, pembuangan produk, produk yang sudah lama,

dan lain-lain.

7. Manajemen lingkungan

Menurut Bambang H. Hadiwiardjo (1997: 55), manajemen lingkungan
merupakan cara perusahaan untuk mencapai mutu lingkungan yang diinginkan,
dengan cara menerapkan sistem manajemen lingkungan (environmental

management system) di perusahaan.
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Menurut Amin Widjaja Tunggal (1995: 230-231), sistem manajemen

lingkungan terdiri dari beberapa fungsi yang saling terkait, yang meliputi:

a. Perencanaan.

Perusahaan menetapkan twuan, kebijakan, mendefinisi prosedur, dan
menetapkan anggaran program.

. Mengorganisasi.

Perusahaan menetapkan struktur organisasi, melukiskan peranan dan
tanggungjawab perusahaan, menciptakan deskripsi posisi, menetapkan
kualifikasi posisi, dan melatih staf.

Menuntun dan mengarahkan.

Dalam hal ini perusahaan mengkoordinasi, memotivasi, menetapkan prioritas

kegiatan, mengembangkan standar kerja, mendelegasi, dan mengelola

perubahan.

. Mengkomunikasikan.

Perusahaan mengembangkan dan mengimplementasikan saluran komunikasi
yang efektif dalam perusahaan, dalam divisi, dan dengan kelompok eksternal
(investor).

Mengendalikan dan menelaah.

Dalam hal ini perusahaan mengukur hasil, menyatakan kinerja, mendiagnosis
masalah, mengambil tindakan korektif, dan secara sengaja mencari cara-cara
untuk belajar dari kesalahan masa lalu, serta menciptakan perbaikan dalam

sistem.

Tetapi Amin tidak memberikan penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut.
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Menurut Bambang H. Hadiwiardjo (1997: 89), sistem manajemen
memungkinkan perusahaan untuk:
a. Membuat kebijakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
b. Mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul dari suatu kegiatan, produk
atau jasa perusahaan di masa lalu, sekarang, atau yang sedang direncanakan,
untuk menentukan dampak lingkungan.

c. Mengidentifikasi persyaratan perundang-undangan dan pengaturan yang

berlaku.

d. Mengidentifikasi prioritas penanganan lingkungan dan menentukan tujuan
serta sasaran lingkungan.

e. Membuat struktur dan program untuk menerapkan kebijakan lingkungan dan
mencapai tujuan serta sasaran perusahaan.

f Memberikan kemudahan bagi perencanaan, pengendalian, pemantauan,
tindakan koreksi, kegiatan audit, dan pengkajian untuk menjamin agar
kebijakan perusahaan sesuai dengan sistem manajemen lingkungan

g. Mampu menyesuaikan terhadap situasi yang berubah.

8. Pencemaran Lingkungan
Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (7) menyebutkan:

“Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya mahluk
hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau
berubahnya tatanan lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi
sesuai dengan peruntukannya”.



Dari definisi ini, menurut Valentinus Darsono (1995: 86), lingkungan
belum tentu tercemar, walaupun polutan telah masuk. Andaikan saja sesuatu zat
telah masuk ke dalam air minum, tetapi tidak mengganggu kesehatan atau
kegunaan lainnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi pencemaran
terhadap air minum. Zat, energi dan makhluk hidup atau komponen lain yang
dapat menyebabkan pencemaran disebut polutan. Sedangkan peristiwa

pencemarannya disebut dengan polusi.

9. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Sasaran perusahaan seringkali hanya mementingkan aspek ekonomi
(keuntungan) tanpa memperhattkan aspek lingkungan. Menggabungkan dua
aspek tersebut suatu kesulitan yang tidak mudah diselesaikan dan merupakan
tantangan yang harus dicarikan solusinya. Penggabungan kedua aspek tersebut
bertyjuan untuk mengurangi kemerosotan mutu lingkungan hidup, terutama
lingkungan air dan udara, yang disebabkan oleh dampak negatif dari aktivitas
berbagai kegiatan suatu produksi yang menyebabkan pencemaran terhadap
lingkungan.

Menurut Valentinus Darsono (1995: 90), sebelum repelita V, upaya
pengendalian pencemaran lingkungan masih merupakan bagian dari Program
Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam Repelita V upaya
pengendalian pencemaran lingkungan dikembangkan dalam suatu program

tersendiri, yaitu Program Pengendalian Lingkungan Hidup .
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Kebijaksanaan dasar yang tertuang dalam program pengendalian

lingkungan hidup meliputi (Valentinus Darsono,1995: 91):
“kegiatan-kegiatan pengembangan berbagai pengaturan pengendalian
pencemaran, pengembangan fasilitas pembuangan limbah, penguasaan
teknologi bersih lingkungan, pengembangan daur ulang, peningkatan

peran serta masyarakat, pengembangan institusi pengendalian pencemaran,
pemantauan pencemaran lingkungan, dan penegakan hukum”

B. Audit Lingkungan
Untuk mengetahui istilah audit lingkungan, maka istilah auditing
(pemeriksaan akuntan) harus diketahui terlebih dahulu.  Dalam bukunya
“Pemeriksaan Akuntan” (1992: 7), Mulyadi mendefinisikan pemeriksaan akuntan
(auditing) secara umum, yaitu:
“suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan,
serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Definisi pemeriksaan akuntan secara umum tersebut memiliki unsur-unsur
penting, yaitu (Mulyadi, 1992: 7 - 8):
1. Suatu proses sistematik.
Pemeriksaan akuntan dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang
direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif.
Proses sistematik (pada poin 1) ditujukan untuk memperoleh bukti yang dibuat

oleh perusahaan atau individu, serta untuk mengevaluasi dengan tidak

memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
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3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi.
Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam
laporan keuangan, yang dapat pula berupa laporan biaya pusat
pertanggungjawaban tertentu dalam perusahaan, yang secara umum terdiri dari
empat laporan keuangan pokok: neraca, laporan rugi laba, laporan laba yang
ditahan, dan laporan perubahan posisi keuangan.

4. Menetapkan tingkat penyesuaian.
Dalam hal ini, hasil pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi
dimaksudkan untuk menetapkan dekat tidaknya pernyataan tersebut dengan

kriteria yang telah ditetapkan.

1. Pengertian Audit Lingkungan

Konsep dari audit lingkungan masih relatif baru. Sebagai konsekuensinya,
masih terdapat banyak interprestasi mengenai apa sebenarnya yang dimaksud
dengan istilah audit lingkungan.

Dalam bukunya “ Aduditing, an Instructional Manual For Accounting
Students “(1993: 460), A.H. Millichamp mendefinisikan audit lingkungan
(Environment Audit) sebagai:

“ a management control comprising a systematic, documented, periodic,
and objective evaluation of how well organization, management, and
equipment are performing with the aim of contributing to safeguarding the
environment by facilitating management control of environmental
practices, and assessing compliance with company policies, which would
include meeting regulatory reguirements and standards applicable.”

Audit lingkungan merupakan suatu penilaian yang sistematis,

didokumentasikan, berjangka waktu, dan obyektif mengenai bagaimana baiknya



33

organisasi, manajemen, dan peralatan berprestasi dengan tujuan untuk memberi
kontribusi mengamankan lingkungan dengan memudahkan pengendalian
manajemen dari praktik-praktik lingkungan, dan menilai ketaatan terhadap
kebijakan perusahaan, yang termasuk memenuhi persyaratan peraturan dan
standar-standar yang berlaku.
Dari pengertian audit lingkungan tersebut, dapat disimputkan bahwa
(Amin Widjaja T, 1995: 224 - 225):
1. Audit lingkungan merupakan alat manajemen, yang digunakan untuk manilai
kinerja lingkungan.
2. Audit lingkungan harus sistematis, didokumentasikan, berkala (bukan hanya
sekali), dan obyektif (bukan menutupi kesalahan-kesalahan).
3. Audit lingkungan digunakan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.
4. Tujuan audit lingkungan adalah pelestarian lingkungan.
5. Audit lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen.
6. Audit lingkungan digunakan untuk menilai kebijakan perusahaan yang
berkaitan dengan peraturan lingkungan.
Secara tidak langsung, audit lingkungan menyatakan gagasan sebagai berikut:
a. Audit lingkungan merupakan sekumpulan pengaturan lingkungan yang
direncanakan dan memiliki prosedur-prosedur.
b. Audit lingkungan memasukan persyaratan legal (seperti Undang-undang
lingkungan hidup) dan tujuan manajemen terhadap pelestarian lingkungan,

termasuk keputusan manajemen dalam menanggapi persyaratan legal
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(seperti Undang-undang lingkungan hidup) yang mungkin berubah di masa
yang akan datang.

¢. Audit lingkungan memberikan penilaian apakah pengaturan yang
direncanakan sudah efektif, diimplementasikan dan apakah kebijakan
lingkungan yang ditetapkan cocok untuk memenuhi kebijakan lingkungan
perusahaan.

Dalam bukunya “The Environmental Audit and Business Strategy, a Tolal
Quality Approach” (1992: 72-73), Grant Ledgerwood mengemukakan bahwa
audit lingkungan (environmental auditing) mempunyai 3 tujuan yang luas, yaitu:

a. Ketaatan terhadap peraturan.
Dalam hal ini, perusahaan harus mentaati hukum dan peraturan yang berlaku,
yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan
berproduksi.

b. Bantuan dalam akuisisi dan penjualan harta benda.
Karena audit lingkungan bagian dari sistem manajemen, maka perusahaan
diharapkan mampu memaksimalkan fasilitas yang dimiliki perusahaan untuk
berproduksi, sehingga pengeluaran biaya untuk pengadaan fasilitas yang
sejenis dapat ditekan. Selain itu, kekayaan yang dimiliki perusahaan dapat
dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti: asuransi dan jaminan pinjaman.

c. Pengembangan korporat terhadap misi penghijauan (green mission).
Perusahaan diharapkan mampu memonitor kebijakan dan prosedur-prosedur
yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan dampak

negatif vang diakibatkan dari kegiatan perusahaan.
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Menurut 7he International Chamber of Commerce / ICC (1989), audit

lingkungan (Environmental Audit) merupakan (dalam Amin Widjaja T, 1995:

226):

“The systematic examination of the interaction between any business
operation and its surroundings. This includes all emissions to air, land
and water, legal constraints; the effects on neighbouring community,
landscape and ecology; and public’s perception of the operating company
in the local area ... . Environmental audit does not stop at compliance with
legislasion. Nor is a “ Green washing” public relations exercise.... .
Rather it is a total strategic approach to the organization’s activities.
(Audit lingkungan merupakan pengujian yang sistematis dari interaksi
antara setiap operasi usaha dengan keadaan sekitamya. Ini termasuk
semua emisi atau pengeluaran sampai udara, tanah dan air; kendala legal;
pengaruh dari komunitas sekitarnya, tanam-tanaman dan ekologi; dan
persepsi umum mengenai perusahaan yang beroperasi dalam area lokal... ..
Audit lingkungan tidak berhenti pada ketaatan pada peraturan. Akan tetapi
audit lingkungan selain merupakan pelaksanaan hubungan publik
mengenai penghijauan, juga merupakan pendekatan strategik total
terhadap aktivitas organisasi.)”

Dalam buku “Accounting for the Environment” (1993: 104), Rob Gray dan

kawan-kawan, mengacu pada Cebis Guide to Environment Audit dengan

mendefinisikan “Environment audif” sebagai:

“a systematic, objective and documented evaluation of the impact of your
business activities on the environment.(Audit lingkungan merupakan suatu
penilaian vang sistematis, obyektif dan yang didokumentasikan mengenai
dampak dan aktivitas usaha Anda terhadap lingkungan.)”

Dalam buku mereka “Green is gold- Business Talking to Business about

the Environmental Revolution” (1991: 721) Patrick dan Julia mendefinisikan

“Environment audit” sebagai

“a systematic, thorough review of the operations and practices of a
business to identifity environmental problems-or potensial problems and
recommend what to do about them. (Audit lingkungan merupakan suatu
penelaahan yang sistematis dan mendalam mengenai operasi dan praktik
suatu usaha untuk mengidentifikasi masalah lingkungan atau masalah
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potensial-dan merekomendasikan apa yang harus dilakukan terhadap
lingkungan.)”

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997, yang dimaksud dengan audit
lingkungan adalah:

“Suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan

atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum

yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh
penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan”.

2. Sifat Audit Lingkungan

Menurut Amin Widjaja T (1995: 227), karakteristik dari audit lingkungan
adalah menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan yang ada,
dengan memeriksa dan menelaah keberadaan lingkungan dari fasilitas yang
dipergunakan oleh perusahaan dalam melakukan produksi. Bila fasilitas yang
dipergunakan oleh perusahaan dalam berproduksi dapat menimbulkan
pencemaran, maka perusahaan sudah selayaknya melakukan tindakan pencegahan
atau perbaikan terhadap lingkungan.

Dalam audit keuangan, fungsi utama akuntan adalah menilai ketaatan
terhadap standar-standar keuangan, mengesahkan bahwa prosedur akuntansi yang
dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan standar keuangan yang berlaku, dan
mengesahkan catatan keuangan perusahaan. Oleh karena 1tu, dimungkinkan
dalam audit lingkungan, external auditor melakukan pemeriksaan (Auditing) yang
mengacu pada audit keuangan, seperti: memnilai ketaatan perusahaan terhadap
peraturan dan perundangan tentang lingkungan (Amin Widjaja Tunggal, 1995:

228).
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3. Tujuan Dan Manfaat Audit Lingkungan
1) Tujuan Audit Lingkungan

Pemeriksaan lingkungan dapat berfungsi sebagai peringatan secara dini
(early warning system) kepada pucuk pimpinan mengenai resiko berbahaya yang
potensial sebelum benar-benar terjadi pengrusakan pada manusia
dan habitat lingkungannya (Ruchyat Kosasih, 1990: 12).

Bila dalam melakukan kegiatan produksi, suatu badan usaha tidak
memperhatikan dampak negatif dari kegiatannya, maka mereka (masyarakat
sekitar pabrtk, Pemerintah Daerah) yang terkena dampak negatif tersebut akan
mengajukan tuntutan ganti rugi bahkan pemilik badan usaha dapat diajukan ke
meja hijau. Hal seperti ini harus dihindari atau paling tidak diminimalkan dengan
membuat program pencegahan dan penanggulangan perusakan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang no. 4 tahun 1982 pasal 20 menyebutkan:

“Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup, wajib

membayar ganti rugi kepada penderita yang telah dilanggar haknya untuk

hidup layak dan sehat. Oleh karena itu, pelanggar wajib membayar biaya
pemulihan lingkungan hidup kepada negara”.

Dalam tulisannya ‘“‘Pemeriksaan Lingkungan Hidup (Environmental
Auditing)” (1990: 12), Ruchyat Kosasih menjelaskan bahwa

“Pelanggar yang telah merusak lingkungan hidup, menurut Undang-

Undang no. 4 tahun 1982 pasal 22 diancam dengan hukuman pidana

penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika kerugian
lingkungan yang timbul akibat kelalaian seseorang, dan melanggar
ketentuan lingkungan hidup, maka dia diancam dengan hukuman pidana

kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: risiko ancaman
hukuman ada dua, yaitu hukuman penjara dan denda sebagai suatu kejahatan,
serta hukuman kurungan dan denda sebagai pelanggaran. Selain risiko ancaman
hukuman, ristko dapat berupa lokasi pabrik dimungkinkan harus pindah bila tidak
cocok dengan pengaturan pemerintah daerah setempat. Dengan melakukan
pemeriksaan (audit) lingkungan, maka perusahaan akan mempunyai alat yang
efektif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat dari
kegiatan perusahaan melakukan produksi.

2) Manfaat Audit Lingkungan

Dalam persaingan bisnis yang dinamis, ada tolok ukur untuk menentukan
apakah suatu produk “bisa diterima atau tidak™ di pasar Internasional. Salah satu
tolok ukur tersebut adalah produk yang ramah lingkungan. Hal ini merupakan
taktik baru negara maju untuk menekan negara berkembang seperti Indonesia,
tetapi disisi lain merupakan “modal besar” dalam kelangsungan bisnis, baik dalam

ruang lingkup persaingan bisnis nasional maupun international.

4. Perbedaan Audit Lingkungan Dengan Audit Keuangan

Salah satu perbedaan utama antara audit lingkungan dengan audit
keuangan serta tipe audit yang lain adalah (Amin Widjaja T, 1995: 28): eksistensi
perusahaan yang dimungkinkan dapat melakukan pencemaran dan ketiadaan
standar dalam mengaudit lingkungan perusahaan. Audit keuangan mempunyai
standar yang disebarluaskan oleh badan standar akuntansi yang berwenang (1AI).
Perbedaan yang lain adalah jumlah sistem yang ada. Sistem akuntansi keuangan

rinci dan terkoordinasi, sehingga dapat menjadi sasaran audit keuangan. Namun,
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di luar hal-hal, seperti data pengendalian polusi, persetujuan pemeriksaan terhadap

lingkungan, relatif sedikit informasi lingkungan yang dapat diaudit.

S. Audit Lingkungan di Indonesia

Tujuan pembangunan seperti digariskan dalam GBHN 1993, sistem yang
dianut dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangungan yang
berwawasan lingkungan. Artinya pembangunan untuk mengolah sumber daya
alam, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurut Amin Widjaja (1995: 245), dasar hukum dalam upaya pelestarian
lingkungan dituangkan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan meningkatnya volume pembangunan, pengolahan sumber daya
alam secara terus menerus, ada kecenderungan rusaknya lingkungan hidup yang
dapat membahayakan masa depan generasi mendatang.

Menurut Amin (1995: 245), untuk mencegah dan terkendalinya
lingkungan dari kerusakan yang lebih parah, pemerintah telah mengeluarkan
petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 yang dituangkan dalam
Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
lingkungan.  Sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden tersebut maka
dikeluarkan pula petunjuk pelaksanaan yang dituangkan melalui Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11, Nomor 12 dan Nomor 14 Tahun
1994, yang isinya antara lain memuat pedoman umum, pemantauan dan

pengelolaan tentang analisis dampak lingkungan.
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Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan mengenai analisis dampak
lingkungan, diharapkan semua perusahaan yang berkaitan dengan pengolahan
sumber daya alam, secara konsekuen melaksanakan berbagai peraturan yang
menyangkut dampak pembangunan terhadap lingkungan. Tetapt dalam
kenyataan, masih banyak perusahaan dalam berproduksi belum mau
melaksanakan peraturan tentang peduli lingkungan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.

Mungkin, kasus PT Wira Kencana Adhi Perdana (PT WKAP) yang
bergerak di industri tapioka, yang dituduh telah melakukan pencemaran terhadap
sungai Way Telo dan Way Pidada di Kotabumi (Lampung Utara), yang berakhir
dengan disegelnya perusahaan oleh Pemerintah Daerah, dan Direktur PT WKAP
disidangkan di Pengadilan Negeri Kotabumi, merupakan peringatan bagi dunia
usaba untuk berupaya melakukan produksi dengan senantiasa memperhatikan

lingkungan.



BAB ITI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tahap-Tahap Yang Harus Diperhatikan Akuntan Dalam Melakukan
Audit Lingkungan Suatu Perusahaan
Konsep audit lingkungan masth relatif baru dan belum dibahas dalam
standar Ikatan Akuntan Indinesia (IAI), dan referensi juga hampir tidak ada, maka
akuntan (external auditor) membutuhkan informasi yang diperlukan dalam
mengaudit lingkungan suatu perusahaan. Dari beberapa artikel yang diperoleh
penulis, beberapa ahli menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan akuntan
dalam melakukan audit lingkungan, seperti:
Dalam tulisannya (Media Akuntansi, 1998: 20) Krisno Agoes menyatakan
bahwa:

1. Perusahaan (Industri) yang berpotensi mencemari lingkungan harus memiliki
peralatan untuk mengolah limbah industri. Biaya yang dikeluarkan untuk
membeli peralatan pengolahan limbah dan pengadaan aktiva tetap (new plant
and equipment cost) untuk menunjang kegiatan perusahaan, dibukukan
sebagai aktiva dan disusutkan selama masa manfaatnya (schingga beban
penyusutan setiap tahun tidak terlalu berat, dan beban penyusutan tersebut
dimasukan ke dalam biaya produksi).

Sedangkan biaya untuk pengadaan tempat pembuangan limbah atau biaya

pembuangan limbah kesuatu fasilitas pembuangan tertentu oleh perusahaan,

41
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dapat dimasukan ke dalam biaya pembuangan limbah (disposal cost) (Media
Akuntansi, 1998: 12).

. Sebelum kegiatan suatu perusahaan dimulai, harus dibuat analisis dampak
lingkungan yang tentu akan memakan biaya (misalnya biaya untuk menyewa
konsultan lingkungan). Biaya tersebut sebaiknya dimasukan sebagai
preoperating expenses (biaya sebelum oprasi) dan diamortisasi selama 5 — 10
tahun, agar beban amortasinya setiap tahun tidak terlalu berat.

Menurut sebuah artikel “Peraturan Lingkungan Di Amerika Serikat” (Media
Akuntansi, 1998: 12), biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyewa
konsultan dalam melakukan analisis dampak lingkungan perusahaan, dan
biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pegawai yang dipekerjakan untuk
memproses pengolahan limbah, dapat dimasukan ke dalam biaya konsultan
dan administrasi (administrative and legal cost).

. Jika perusahaan telah berjalan, dituntut ganti rugi oleh masyarakat sekitarnya
atau pihak ketiga (Walhi, Pemerintah Daerah) karena telah mencemari
lingkungan, maka perusahaan membukukan tuntutan ganti rugi tersebut
(jumlah ditaksir) dan mancatatnya sebagai contingen liability (kewajiban
bersyarat) dan menjelaskan dalam notes to financial statements (catatan
laporan keuangan).

Sedangkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk penanggulangan
pencemaran di daerah yang terkontaminasi (biaya yang dikeluarkan

perusahaan jika perusahaan telah melakukan pencemaran lingkungan), dapat
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dicatat sebagai biaya pembersihan langsung (direct cleaning cost) (Media
Akuntansi, 1998: 12).

Menurut Adamson dan Greg Sailer (Media Akuntansi, 1998: 18), biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk menangani dan memperbaiki kerusakan
lingkungan (karena perusahaan telah melakukan pencemaran), dapat dicatat
sebagai biaya perbaikan (remedial cost).

4. Sebaiknya perusahaan yang banyak menggunakan dan memanfaatkan sumber
daya alam (misal: perusahaan penebangan hutan, perusahaan pengeboran
minyak), membayar cost environment (biaya lingkungan) dan harus
dimasukan dan diakui sebagai fax deductible expenses (biaya pengurang
pajak).

Menurut Adamson dan Greg Sailer (Media Akuntansi, 1998: 18), dalam
melakukan audit lingkungan suatu perusahaan, akuntan tidak hanya terfokus pada
biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk lingkungan, tetapi akuntan juga
perlu memperhatikan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk lingkungan.
Dalam hal ini, akuntan menilai keseriusan perusahaan dalam menangani masalah
lingkungan, seperti: ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, tersedianya alat pengolahan
limbah, pemanfaatan bahan sisa (tidak terpakai) dengan program daur ulang.

Menurut Ruchyat Kosasih (Media Akuntansi, 1990: 13), dalam melakukan
audit lingkungan, external auditor harus memahami isi penting perundang-
undangan yang mengatur tentang lingkungan, seperti: Undang-undang No. 4

Tahun 1982 Pasal 15, tentang baku mutu lingkungan, Undang-undang No. 4
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Tahun 1982 Pasal 1, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan

lain-lain.

Darn berbagai pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
ada 2 hal yang menjadi fokus perhatian dari akuntan dalam melakukan audit
lingkungan suatu perusahaan, yaitu:

1. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan Undang-Undang lingkungan
yang berlaku.

2. Upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk melindungi lingkungan,
termasuk adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk peduli
lingkungan.

Setelah akuntan (external auditor) memperoleh informasi yang diperlukan
dalam melakukan audit lingkungan, maka akuntan (external auditor) mempunyai
pedoman dalam melakukan audit lingkungan suatu perusahaan. Karena belum ada
ketentuan yang pasti dalam pelaksanaan audit lingkungan, maka artikel dan juga
buku hanya memberikan gambaran pelaksanaan audit lingkungan secara umum
{menurut versi sipenulis).

Menurut Ruchyat Kosasih (Media Akuntansi, 1990: 14), akuntan
(khususnya akuntan publik) dapat melakukan pemeriksaan lingkungan dengan
cara yang sesuai dengan inisiatif dan penalaran sendiri, karena untuk audit
lingkungan belum ada prosedur yang baku. Langkah-langkah kerja dalam
pemeriksaan keuangan dimungkinkan dapat dipakai dalam pemeriksaan
lingkungan, sejauh langkah kerja tersebut dapat menilai kepedulian perusahaan

terhadap lingkungan.
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Dari beberapa referensi yang diperoleh, dapat disimpulkan pendapat para
ahli mengenai prosedur pelaksanaan audit lingkungan, yang kesemuanya terdiri
dari 5 tahapan yang harus diperhatikan oleh akuntan dalam melakukan audit
lingkungan suatu perusahaan, yaitu:

Tahap I: Mengumpulkan informasi perusahaan secara umum

Pada tahap ini, informasi umum yang perlu dikumpulkan oleh akuntan
mengenai perusahaan dapat dikelompokan menjadi 3 golongan, vaitu:

a. Informasi yang berhubungan dengan ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti: ijin pendirian perusahaan, kadar
limbah yang dapat dibuang keluar perusahan (pabrik), serta peraturan
pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan (seperti: peraturan
pemerintah tentang ketenagakerjaan, upah, dan lain-lain) (Media Akuntansi,
1990: 30).

Disinilah pengetahuan dan pemahaman akuntan dalam masalah peraturan dan
Undang-undang lingkungan sangat dibutuhkan.

b. Informasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, yaitu: perusahaan
(Industri) yang berpotensi mencemari lingkungan harus memiliki peralatan
untuk mengolah limbah industri. (Media Akuntansi, 1998: 20)

Dalam hal ini akuntan memastikan bahwa ada biaya yang dikeluarkan
perusahaan untuk pengadaan mesin pengolahan limbah yang dicatat sebagai
aktiva.

¢. Upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan perlindungan

terhadap lingkungan (Media Akuntansi, 1998: 18).
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Dalam hal ini, akuntan menilai keseriusan perusahaan dalam menangani
masalah lingkungan, seperti: pemanfaatan bahan sisa (tidak terpakai) dengan
program daur ulang, dan lain-lain.

Pemahaman akuntan mengenai perusahaan biasanya dikumpulkan dari
berbagai sumber, misalnya diskusi staf, kuisioner, kunjungan perusahaan (pabrik).
Akuntan biasanya mencatat informasi yang diperoleh dalam suatu bagan arus,
uraian naratif atau gabungan dari keduanya agar dapat mempunyai suatu diskripsi
yang tertulis.

Tujuan pencatatan informasi ini, untuk memahami cara perusahaan
memperhatikan lingkungan, karena banyak aspek dari sistem manajemen sebuah
perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan tidak didokumentasikan atau
diuraikan secara tertulis (Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 243) .

Tahap II: Memahami sistem dan prosedur manajemen internal

Setelah informasi perusahaan diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah:
menilai apakah perusahaan telah memiliki sistem pengendalian intern yang baik,
yang meliputi: pengendalian terhadap penyediaan data yang dapat dipercaya,
perawatan terhadap lingkungan (Environmental Management System), serta
catatan akuntansi (termasuk biaya- biaya yang dikeluarkan perusahaan yang
berkaitan dengan lingkungan). Selain itu, akuntan dapat melakukan penilaian
terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan
pengendalian intern (misalnya: kesadaran tiap karyawan untuk peduli terhadap
lingkungan, tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas, kapabilitas karyawan

sesuai dengan keahliannya) dan kelemahﬁn pengendalian intern (misalnya: tidak
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adanya pencatatan dan dokumentasi tentang hasil yang dicapai, terutama yang
berhubungan dengan lingkungan) (Mulyadi, 1992: 193).

Tujuan dari tahap in1 adalah untuk membantu perusahaan dalam
menentukan langkah yang diperlukan dar aktivitas perusahaan yang dapat
memberi dampak pada lingkungan, seperti: perlu tidaknya perbaikan sistem
pengendalian intern (jika mempergunakan sistem yang sudah ada masih terjadi
pencemaran) (Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 243).

Tahap IIl: Mengumpulkan bukti audit

Pada tahap ini, akuntan mengumpulkan berbagai bukti (seperti:
kemungkinan adanya kesalahan perusahaan dalam melakukan pencatatan jumiah
rupiah; dimungkinkan adanya zat berbahaya yang terkandung dalam air sungai
misalnya, karena menimbulkan bau yang tidak enak) yang diperoleh dari:
pengamatan langsung di tempat audit, dan konfirmasi dan berbagai pihak.
Kelemahan-kelemahan yang dicurigai dalam sistem manajemen, dikonfirmasi
kepada pihak yang berkompeten (seperti: para debitur, bila berkaitan dengan
piutang perusahaan; penduduk sekitar pabrik, bila berkaitan dengan dampak yang
timbul akibat adanya kegiatan pabrik). Sistem yang kelihatan baik akan diuji
untuk membuktikan bahwa sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang
direncanakan dan digunakan secara konsisten (Amin Widjaja Tunggal, 1995:
242).

Tahap IV: Menilai temuan audit
Menurut Amin Widjaja Tunggal (1995: 243), tujuan dan langkah ini

adalah untuk memahami temuan dan hasil observasi dari bukti yang dikumpulkan,
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yang kemudian dijadikan kesimpulan sebagai akhir kegiatan observasi. Dalam
menilai temuan audit, akuntan menentukan apakah bukti audit cukup untuk
mendukung temuan audit, dan apakah contoh pendukung dapat dimasukan ke
dalam laporan audit. Dalam hal ini, Amin Widjaja tidak menjelaskan lebih lanjut
mengenai bagaimana memasukan hasil temuan yang telah disimpulkan ke dalam
laporan audit yang formal.

Tahap V: Melaporkan temuan audit.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1995: 244), proses laporan audit
lingkungan dimulai dengan diskusi antara akuntan (auditor) dengan manajemen
perusahaan ketika penyimpangan diketahui, hal ini dimungkinkan untuk
mengetahui apakah penyimpangan yang terjadi akibat kelalaian pihak perusahaan
atau ada indikasi kesengajaan.

Hasil temuan dan pengamatan yang diketahui selama audit, disimpulkan
dan dilaporkan kepada pihak perusahaan dan menunjukan item-item mana akan
muncul dalam laporan audit yang formal, berkaitan dengan lingkungan (termasuk
didalamnya bila terdapat unsur kesengajaan dari perusahaan untuk tidak
memperhatikan lingkungan).

Tujuan dari pelaporan ini untuk mengetahui apakah perusahaan
memerlukan rekomendasi untuk memperbaiki sistem manajemen lingkungan atau
tidak. Rekomendasi ini dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk menunjuk
seseorang (misal: konsultan amdal) untuk dyjadikan penasehat perusahaan dalam
bidang lingkungan sehingga sistem manajemen lingkungan dapat ditingkatkan

pada waktu yang akan datang. Selain itu, tujuan pelaporan ini menyarankan
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kepada pihak perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi terhadap
ketidaksesuaian (biasanya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku).

Proses audit tidak berakhir pada kesimpulan dari audit di perusahaan.
Secara bertahap, akuntan menyiapkan suatu laporan sementara mengenai temuan
dan observasi (dua minggu dari pelaksanaan audit) di perusahaan. Laporan
sementara ini dapat ditelaah oleh manajemen perusahaan (dengan tujuan agar
pihak manajemen perusahaan mengetahui, apa yang perlu diperbaiki dari
lingkungan), sebelum laporan akhir diterbitkan.

Dari penjelasan di atas, kita melihat ada beberapa kendala yang dihadapi
akuntan dalam melakukan audit lingkungan suatu perusahaan, yaitu:

1. Ketidaktahuan akuntan dalam masalah lingkungan.
Dalam pelaksanaan audit lingkungan, akuntan tidak mengetahui apakah
lingkungan sekitar perusahaan sudah terkontaminasi atau belum (bila tidak ada
tuntutan dari masyarakat sekitar). Dalam hal ini akuntan menyarankan agar
perusahaan menggunakan jasa konsultan lingkungan, agar secara dimi dapat
diketahui keadaan lingkungan di sekitar perusahaan.

2. Pemahaman akuntan tentang peraturan dan undang-undang lingkungan.
Dalam hal ini, akuntan hanya memahami isi peraturan dan undang-undang
tentang lingkungan, tetapi tidak mengetahui cara pengukurannya. Misalnya:
undang-undang tentang baku mutu lingkungan, akuntan tidak tahu apakah
kadar limbah /liquid telah dibuang ke luar (misalnya ke sungai) oleh

perusahaan telah sesuai dengan undang-undang tentang baku mutu



itu, perusahaan harus menggunakan jasa konsultan lingkungan, sehingga

akuntan dapat menanyakan tingkat kesesuaian kadar limbah yang dibuang ke
luar perusahaan (oleh perusahaan) dengan undang-undang atau Peraturan
Pemerintah tentang lingkungan.

. Laporan akhir audit lingkungan.

Dalam penerbitan laporan akhir audit lingkungan, akuntan tidak mengetahui
format yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan tersebut (apakah hanya
ketaatan perusahaan terhadap undang-undang tentang lingkungan serta upaya-
upaya perusahaan dalam melindungi lingkungan yang dilampirkan dalam
laporan keuangan perusahaan, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan
perusahaan berkaitan dengan lingkungan dimasukan dalam laporan keuangan
perusahaan, atau ketaatan terhadap undang-undang, upaya dan biaya yang
dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan lingkungan dilampirkan dalam
laporan keuangan perusahaan?), hal ini dikarenakan belum adanya standar
yang baku untuk penyusunan laporan akhir audit lingkungan. Karena audit
lingkungan merupakan tugas konsultan lingkungan, maka akuntan hanya
mampu menunjukan ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan undang-
undang tentang lingkungan, dan upaya-upaya perusahaan dalam melindungi
lingkungan, dengan menampilkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan
berkaitan dengan lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan (yang

diperlakukan sebagai biaya produksi, atau dicatat tersendiri dalam lampiran).
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B. Bentuk Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan

Pada saat ini, diharapkan semua perusahaan sudah mulai sadar akan

pentingnya masalah lingkungan, dan berusaha untuk menunjukan kepeduliannya

terhadap lingkungan dengan mengendalikan dampak dari kegiatan produksi

terhadap lingkungan. Hal in1 dikarenakan adanya tuntutan masyarakat (pecinta

lingkungan, pemerintah, LSM, dan lain-lain), ketatnya peraturan perundang-

undangan yang berlaku, perkembangan kebijakan ekonomi, dan hal lain dalam

rangka perlindungan lingkungan.

Ada beberapa faktor penyebab perusahaan harus peduli terhadap

lingkungan hidup, yaitu:

1.

Tuntutan masyarakat.

Masyarakat (investor, pemegang saham, kreditur) menginginkan agar
perusahaan tidak hanya mampu menunjukan keberhasilan dalam hal usaha,
tetapi juga mampu menunjukan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.
Oleh karena itu masyarakat menuntut agar perusahaan yang berpotensi
mencemari lingkungan melakukan audit lingkungan. Karena dengan audit
lingkungan dapat diketahui kepedulian perusahaan terhadap lingkungan
(Media Akuntansi, 1998: 12).

Kelangsungan usaha

Setiap perusahaan (industri) mempunyai potensi mencemari lingkungan. Bila
lingkungan sekitar perusahaan tidak diperhatikan dan terjadi pencemaran
akibat adanya aktivitas perusahaan, maka dimungkinkan perusahaan akan

dituntutan oleh masyarakat yang terkema dampak langsung dari limbah
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perusahaan. Tidak hanya itu, dimungkinkan perusahaan ditutup oleh Pemda
setempat (seperti kasus yang menimpa PT WKAP di Kotabumi Lampung
Utara). Bila hal ini terjadi maka nama perusahaan akan buruk dan
kelangsungan usaha akan terhenti (Media Akuntansi, 1998: 6).
3. Memenangkan persaingan bisnis

Setiap perusahaan mempunyai keinginan untuk berkembang dan
memenangkan persaingan bisnis di pasar nasional ataupun internasional.
Untuk memenangkan persaingan tersebut, tolok ukurnya adalah produk ramah
lingkungan. Produk ramah lingkungan dapat diciptakan bila perusahaan peduli
terhadap lingkungan (Manajemen, 1996: 27).

Untuk mewujudkan peduli lingkungan,  maka perusahaan harus
melakukan beberapa kegiatan yang dinamakan sistem manajemen lingkungan
(environment management system) (Media akuntansi, 1998: 12).

Agar penerapan sistem manajemen lingkungan dalam perusahaan berhasil,
dan perusahaan dinilai peduli terhadap lingkungan pada saat dilakukan audit
lingkungan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan lingkungan

Tujuan perusahaan menetapkan kebijakan lingkungan adalah untuk
menentukan arah kegiatan perusahaan dalam memben perlindungan terhadap
lingkungan yang sesual dengan kondisi perusahaan. Maksudnya adalah: bila
perusahaan dalam melakukan aktivitas berpotensi mencemari air, maka
perusahaan harus membuat suatu kebijakan agar limbah yang dibuang keluar

perusahaan tidak mencemari air sungai di sekitar pabrik misalnya.
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Dalam menetapkan kebijakan lingkungan perusahaan harus memperhatikan

beberapa hal, yaitu (Bambang H. Hadiwiardjo, 1997: 89):

1)

2)

Membuat kebijakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

Bila perusahaan melakukan kegiatan produksi, dan kegiatan produksi tersebut
menimbulkan dampak, seperti: pencemaran udara, pencemaran air,
pencemaran suara, dan lain-lain, maka perusahaan harus melakukan
pencegahan pencemaran, atau meminimalkan pencemaran tersebut, sesuai
dengan kodisi perusahaan. Misalnya: bila perusahaan dalam berproduksi
dapat menimbulkan pencemaran suara, maka perusahaan bersangkutan harus
membuat peredam suara di sekitar pabrik, sehingga suara yang keluar dari
pabrik tidak terlalu menggangu ketenangan lingkungan sekitar pabrik (tidak
terlalu bising), atau bila perusahaan dalam berproduksi dapat mencemarkan air
di sekitar pabrik, maka perusahaan yang bersangkutan harus membuat bak
penampungan limbah, sehingga air yang dibuang keluar pabrik tidak
mencemarkan air (sungai) yang membahayakan habitat sekitar.
Mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul dari suatu kegiatan, produk
atau jasa perusahaan di masa lalu, sekarang, atau yang sedang direncanakan,
untuk menentukan dampak lingkungan.

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan perusahaan,
harus berpedoman dari pengalaman yang telah terjadi di perusahaan. Oleh
karena itu, kebijakan lingkungan dapat digunakan untuk menentukan dampak
lingkungan, dengan mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul di masa

lalu, sekarang, dan yang mungkin akan terjadi di masa depan, sehingga pihak



3)

2.
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perusahaan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti:
tuntutan ganti rugi oleh masyarakat karena pencemaran lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan.

Biasanya tuntutan semacam ini terjadi bila perusahaan tidak mau menanggapi
keluhan yang disampaikan masyarakat.

Mengidentifikasi prioritas penanganan lingkungan dan menentukan tujuan
serta sasaran lingkungan.

Bila perusahaan mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan
berproduksi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, maka pihak
perusahaan harus melakukan berbagai pencegahan (bila belum terjadi
pencemaran), dan melakukan perbaikan (bila telah terjadi pencemaran).

Pihak perusahaan harus mampu memprioritaskan mana yang perlu di
antisipasi terlebih dahulu (pencegahan atau perbaikan). Semua ini dilakukan
supaya lingkungan mampu menunjang kegiatan produksi, dan memberi nilai
lebih bagi perusahaan, seperti: lingkungan yang bersih dan nyaman.
Menetapkan anggaran

Anggaran merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk

menjalankan suatu kegiatan. Dari berbagai pendapat para ahli mengenai biaya

yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan lingkungan, dapat disimpulkan

bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan lingkungan dapat

dikelompokan menjadi 2 bagian, yaitu biaya sebelum operasi dan biaya

lingkungan. Dasar dari pengelompokan in1 adalah penggunaan biaya oleh

perusahaan. Biaya-biaya tersebut adalah:
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1) Biaya sebelum operasi (preoperating expenses)

Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan pada saat mengidentifikasi masalah

yang mungkin timbul akibat dar1 adanya kegiatan perusahaan. Biaya-biaya

yang dimaksud adalah:

a. Biaya peralatan dan pengadaan aktiva tetap (new plant and equipment
cost)

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli peralatan
pengolahan limbah dan pengadaan aktiva untuk menunjang kegiatan
perusahaan, termasuk pembuatan bak pengolahan limbah.

b. Biaya konsultan dan administrasi (administrative and legal cost)
Merupakan biaya sewa pengacara dalam memonitor masalah lingkungan,
terutama bila ada tuntutan dari pihak penderta (pithak yang terkena
dampak pencemaran), dan biaya pegawai yang bekerja untuk memproses
pengolahan limbah.

2) Biaya lingkungan (cost environment)

Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan pada saat beroperasi. Maksudnya

adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproses limbah (sisa

usaha yang tak terpakai). Biaya-biaya yang dimaksud adalah:

a. Remedial cost (biaya perbaikan)

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menangami dan
memperbaiki kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Biaya ini

dapat juga disebut sebagai Directr cleaning cost (biaya pembersihan
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langsung), yaitu: biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
penanggulangan pencemaran di daerah yang terkontaminasi.
b. Contingen liability (kewajiban bersyarat)
Merupakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah uang
karena dituntut ganti rugi oleh masyarakat sekitar pabrik atau pihak ketiga
(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Pemerintah Daerah) karena telah
terjadi pencemaran akibat kegiatan perusahaan.
c. Disposal cost (biaya pembuangan limbah)
Merupakan biaya pembuangan limbah ke suatu fasilitas pembuangan
tertentu, seperti: bak pengolahan limbah.
3. Mengelola ketaatan
Selain menetapkan kebijakan lingkungan dan menetapkan biaya yang
mungkin dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan lingkungan, perusahaan juga
harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan yang
berlaku. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan suatu
perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan sudah diatur dalam Peraturan
Pemerintah dan perundang-undangan tentang lingkungan, seperti: Undang-undang
No. 4 Tahun 1982 Pasal 15, tentang baku mutu lingkungan, Undang-undang No.
23 Tahun Pasal 15 ayat 1, tentang cara mengukur atau menentukan dampak
lingkungan, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan, dan lain-lain.
Bila kebijakan lingkungan diterapkan dengan baik, maka setiap perubahan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak mempengaruhi kebijakan
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perusahaan, karena perubahan peraturan dan perundang-undangan hanya
melengkapi peraturan dan perundang-undangan sebelumnya, sehingga kebijakan
yang telah ditetapkan perusahaan tidak berubah, hanya menyempurnakan sesuai
perkembangan yang terjadi (Bambang H. Hadiwiardjo, 1997: 89).

Kendala bagi perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan
dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan cukup besar (misal: untuk
membeli alat pengolahan limbah, membuat bak penampungan limbah, menyewa
konsultan lingkungan, dan lain-lain), tetapi perusahaan akan mengeluarkan biaya
yang lebih besar bila pencemaran lingkungan sampai terjadi (Media Akuntansi,
1990: 15).

Terlepas dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan, maka bila
perusahaan ingin berkembang tanpa adanya gangguan (tuntutan ganti rugi karena
melakukan pencemaran) dan mampu bersaing di pasar global, perusahaan harus
peduli terhadap lingkungan. Untuk peduli terhadap lingkungan, perusahaan harus
menerapkan sistem manajemen lingkungan (environmental maragement system)
yang merupakan sistem dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan untuk
mengetahui sejauh mana perusahaan telah peduli terhadap lingkungan, maka

perusahaan harus melakukan audit lingkungan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

. Kesimpulan

. Kesimpulan yang dapat diambil dari masalah pertama (tahap-tahap yang harus

diperhatikan akuntan dalam melakukan audit lingkungan suatu perusahaan)

a. Keterlibatan akuntan dalam masalah lingkungan hidup, selain tuntutan
masyarakat, juga dilatarbelakangi adanya keterkaitan proses akuntansi
yang dapat diterapkan dalam environmental management system (yang
merupakan sistem terpadu dalam pengelolaan lingkungan), dan
environmental management system tidak akan berjalan baik tanpa
didukung proses-proses akuntansi.

b. Ada 2 hal yang menjadi fokus perhatian dari akuntan dalam melakukan
audit lingkungan suatu perusahaan, yaitu:

1. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan Undang-Undang
lingkungan yang berlaku.

2. Upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk melindungi
lingkungan, termasuk adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan untuk peduli lingkungan.

c. Ada 5 tahapan yang harus diperhatikan oleh akuntan dalam melakukan
audit lingkungan suatu perusahaan, yaitu:

1. Mengumpulkan informasi perusahaan secara umum
Pada tahap ini, informasi umum yang perlu dikumpulkan oleh akuntan

mengenai perusahaan dapat dikelompokan menjadi 3 golongan, yaitu:

58



59

a. Informasi yang berhubungan dengan ketaatan perusahaan. terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Informasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
c. Upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan
perlindungan terhadap lingkungan.
2. Memahami sistem dan prosedur manajemen internal
Pada tahap ini akuntan menilai apakah perusahaan telah memiliki

sistem pengendalian intern yang baik.

I

Mengumpulkan bukti audit
Pada tahap ini, akuntan mengumpulkan berbagai bukti yang diperoleh
dari: pengamatan langsung di tempat audit, dan konfirmasi dari
berbagai pihak.
4. Menilai temuan audit
Pada tahap ini, akuntan menentukan apakah bukti audit cukup untuk
mendukung temuan audit, dan apakah contoh pendukung dapat
dimasukan ke dalam laporan audit.
5. Melaporkan temuan audit.
Pada tahap ini, akuntan melaporkan kepada pihak perusahaan ketika
penyimpangan diketahui, hal i dimungkinkan untuk mengetahui
apakah penyimpangan yang terjadi akibat kelalaian pihak perusahaan
atau ada indikasi kesengajaan.
d. Beberapa kendala yang dihadapi akuntan dalam melakukan audit

lingkungan suatu perusahaan, yaitu:
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1. Ketidaktahuan akuntan dalam masalah lingkungan.
Dalam pelaksanaan audit lingkungan, akuntan tidak mengetahui apakah
lingkungan sekitar perusahaan sudah terkontaminasi atau belum (bila

tidak ada tuntutan dari masyarakat sekitar).

o

Pemahaman akuntan tentang peraturan dan undang-undang lingkungan.
Dalam hal ini, akuntan hanya memahami isi peraturan dan undang-
undang tentang lingkungan, tetapi tidak mengetahui cara
pengukurannya. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan jasa
konsultan lingkungan, sehingga akuntan dapat menanyakan tingkat
kesesuaian kadar limbah yang dibuang ke luar perusahaan (oleh
perusahaan) dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang
lingkungan.

3. Laporan akhir audit lingkungan.

Dalam penerbitan laporan akhir audit lingkungan, akuntan tidak
mengetahui format yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan tersebut,
hal ini dikarenakan belum adanya standar yang baku untuk penyusunan

laporan akhir audit lingkungan.

2. Kesimpulan yang dapat diambil dari masalah kedua (yang dilakukan
perusahaan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan)

a. Disadari atau tidak, sebuah perusahaan mempunyai potensi untuk

melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus

mampu membuktikan kepeduliannya terhadap lingkungan. Kepedulian

perusahaan dalam masalah lingkungan dapat dibuktikan dengan
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diterapkannya sistem manajemen lingkungan (environmental management
sistem) di perusahaan.
b. Ada 3 faktor pendorong bagi perusahaan untuk memperhatikan
lingkungan, yaitu:
1. Adanya tuntutan masyarakat agar perusahaan peduli lingkungan.
2. Keinginan untuk meneruskan kegiatan usaha.
3. Keinginan untuk dapat bersaing di pasar global.
¢. Agar perusahaan dinilai peduli terhadap lingkungan, maka ada 3 hal yang
harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu:
1. Menetapkan kebijakan lingkungan
Tujuan perusahaan menetapkan kebijakan lingkungan adalah untuk
menentukan arah kegiatan perusahaan dalam member perlindungan
terhadap lingkungan yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Menetapkan anggaran
Anggaran merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
menjalankan suatu kegiatan. Dalam hal ini, biaya yang dikeluarkan
perusahaan berkaitan dengan lingkungan.
3. Mengelola ketaatan
Dalam hal ini perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-
undangan tentang lingkungan yang berlaku.
d. Perusahaan tidak memperhatikan lingkungan karena biaya yang harus

dikeluarkan perusahaan cukup besar (misal: untuk membeli alat
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pengolahan limbah, membuat bak penampungan limbah, menyewa

konsultan lingkungan, dan lain-lain).

B. Saran

1.

Saran yang dapat diberikan untuk masalah pertama

Selama ini belum ada standar (prosedur baku dalam melakukan pemeriksaan
lingkungan hidup) dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan standar (prosedur
baku dalam melakukan pencatatan biaya berkaitan dengan lingkungan hidup)
dari LAS (/nternational Accounting Standard) atau referensi yang membahas
secara pasti mengenai akuntansi lingkungan hidup, biaya yang harus ada
dalam laporan keuangan perusahaan berkaitan dengan lingkungan hidup, dan
prosedur audit yang harus dilakukan seorang akuntan (auditor) dalam
melakukan audit lingkungan suatu perusahaan, maka sebaiknya Ikatan
Akuntan Indonesia menetapkan prosedur audit berkaitan dengan lingkungan
hidup maupun Infernational Accounting Standard menetapkan prosedur
pencatatan akuntansi.

Saran yang dapat diberikan untuk masalah kedua

Perusahaan (industri) yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan
sebaiknya memiliki sarana (alat) pengolahan bahan sisa produksi yang sudah
tidak terpakai, sehingga pencemaran lingkungan dapat dihindari (paling tidak

diminimalkan).



63

DAFTAR PUSTAKA

Agoes Krisno. (1998, Desember). Dicatat Sebagai “Contingent Liability”. Media
Akuntansi, h. 20.

Darsono Valentinus. (1995). Pengantar [Imu Lingkungan. Yogyakarta:
Universitas Atmajaya.

Harto. (1998, September). Akuntan sebagai Aktor Utama. Media Akuntansi,
hh. 48, 49.

Handono Eko Prabowo, T. (1996, Nov — Des). Menjelang Persaingan Berbasis
Lingkungan. Manajemen, hh. 27 - 29.

Hardiwiardjo Bambang, H. (1997). Panduan Penerapan Sistem Manajemen.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Kosasih Ruchyat. (1990, Januan). Pemeriksaan Lingkungan  Hidup
(environmental Auditing). Media Akuntansi, hh. 11-15.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-12/ MNLH/ 3/ 1994,
tanggal 19 Maret 1994, tentang: Pedoman Umum Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-11/ MNLH/ 3/ 1994,
tanggal 19 Maret 1994, tentang: Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Ladd Greeno, L. (1985). Environmental Auditing, Fundamentals and Technique.
New York: John Wiley & Sons.

Mulyadi. (1992). Pemeriksaan Akuntan (Edisi ke-4). Yogyakarta: STIE YKPN.

Prabowo Tommy., Harto. (1998, Desember). lLebih Banyak Bicara Analisis
Kedepan. Media Akuntansi, h. 10. -

Prabowo Tommy. (1998, Desember). Lingkungan Usaha Rusak, Protes — Gugat
Pun Datang. Media Akuntansi, hh 6, 7.

Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1982,

Tanggal 1 Maret 1982, tentang: Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup.



LA M P SF R AN



65

Lampiran . Daftar Istilah

1.

Audit

Suatu proses sistematika untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan dengan kriteria yang sudah ditetapkan, serta penyampaian hasil
pemeriksaan kepada pemakai yang berkepentingan (investor, pemegang

sahamn, dan lain-lain).

Audit lingkungan

Suatu penilaian yang sistematis, obyektif, dan yang didokumentasikan
mengenai dampak dan aktivitas suatu usaha terhadap lingkungan.

Aspek lingkungan

Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dar prusahaan yang dapat
berinteraksi dengan lingkungan.

Amdal

Alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan

yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang

direncanakan.
Baku mutu lingkungan
Suatu tolok ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian apakah

lingkungan telah rusak atau tercemar.



66

6. Dampak lingkungan
Setiap perubahan pada lingkungan, apakah merugikan atau menguntungkan,
seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan, produk atau jasa dari
perusahaan.

7. Intensitas dampak
Penentuan berat ringannya dampak yang dirasakan oleh yang terkena dampak
(manusia, flora, fauna) dalam ruang lingkup populasinya, atau mengukur
besarnya penyimpangan dari baku mutu lingkungan yang telah ditentukan.

8. Kinerja lingkungan
Hasil-hasil sistem manajemen lingkungan yang dapat diukur, yang berkaitan
dengan pengendalian perusahaan terhadap aspek lingkungan, didasarkan pada
kebijakan lingkungan, tujuan, dan sasaran lingkungan.

9. Kebijakan lingkungan
Pernyataan perusahaan tentang keinginan dan prinsip-prinsip perusahaan yang
berkaitan dengan kinerja lingkungan secara keseluruhan yang memberikan
kerangka untuk tindakan dan penentuan tujuan dan sasaran lingkungan
perusahaan.

10. Lingkungan
Keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk udara, air, tanah,

sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya.
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12.

13.

14.

15.
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Penyempurnaan berkelanjutan

Proses peningkatan sistem manajemen lingkungan untuk mencapai
penyempurnaan kinerja lingkungan secara menyeluruh sejalan dengan
kebijakan lingkungan organisasi.

Pencegahan pencemaran

Penggunaan proses, praktek, bahan, atau produk yang mencegah, mengurangi
atau mengendalikan pencemaran, yang dapat mencakup daur ulang,
pengolahan, perubahan proses, mekanisme pengendalian, penggunaan sumber
daya secara efisien dan penggantian bahan.

Sistem manajemen hingkungan

Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur
organisasi, keglatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses,
dan sumber daya, untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji,
dan memelihara kebijakan lingkungan.

Sasaran lingkungan

Persyaratan kinerja secara rinci, yang berlaku bagi perusahaan atau bagiannya,
yang diteruskan dari kebijakan lingkungan, dan yang perlu ditentukan dan
dipahami untuk mencapai tujuan lingkungan.

Tujuan lingkungan

Cita-cita lingkungan secara menyeluruh, yang timbul dari kebijakan

lingkungan, yang telah ditentukan oleh perusahaan.




